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4.1. Sejarah Kota Pekanbaru 
 Kota Pekanbaru pada awalnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan 
Gasib. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 M dan terletak di pedalaman Sungai 
Siak. Suatu ketika Raja Gasib memerintahkan kepada hulubalangnya yang 
bernama Jumba untuk membuka areal perladangan di daerah ujung Sungai Siak. 
Pada saat itu, di daerah Sungai Senapelan sekarang terdapat sebuah 
perkampungan yang dinamai “Payung Sekaki” karena bentuknya yang 
menyerupai paying. Selain itu juga dikenal dengan kampong Senapelan. 
Perkampungan ini makin hari makin ramai dan kuantitas penduduknya semakin 
bertambah terutama imigran dari daerah lain dengan tujuan dagang, sehingga lama 
kelamaan daerah ini menjadi pusat perdagangan. 
 Dalam perkembangan selanjutnya, Kampung Senapelan atau Payung 
Sekaki memegang peranan penting dalam lintas perdagangan. Letak Geografis 
Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam, telah 
menyebabkan Senapelan memegang posisi silang, baik dari daerah pedalaman 
seperti Mingkabau dan Kampar. Bahkan karena letak strategis ini pula. Setelah 
kerajaan Gasib runtuh, ketika itu kerajaan Siak berdiri pada tahun 1722, kampong 
Senapelan masih tetap eksis dan ramai. Ketika kerajaan Siak Sri Indrapura berada 
di bawah pemerintahan Sultan ke IV, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 
(1761-1766), memutuskan untuk menetap di Kampung Senapelan dan 
membangun istananya di Kampung Bukit. Untuk meningkatkan ekonomi 
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masyarakat maka sultan mendirikan sebua pecan (pasar) di Kampung Senapelan, 
pecan ini tidak tumbuh sebagaimana yang diharapakan.  
 Ketika pemerintahan kerajaan Siak dipegang oleh Raja muda Muhammad 
Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Sultan Siak 
V, putra Sultan Siak IV) untuk memajukan ekonomi masyarakat maka sultan 
kembali membangun pecan (pasar) namun lokasi pembangunan pecan tersebut 
tidak lagi pada lokasi sebelumnya, tetapi dipindahkan kehilir ke lokasi baru, kira-
kira pada lokasi pasar bawah sekarang, maka pecan yang beliau bangun disebut 
“Pekanharu”, yang berarti pasar di tempat yang baru. Pembangunan pasar ini 
dilakukan berdasarkan musyawarah datuk-datuk pembesar kerajaan yaitu datuk 
pesisir, datuk lima puluh, datuk tanah datar dan datuk kampar yang dilakukan 
pada tanggal 23 Juni 1784. Nama ini tetap dipakai pada masa Penjajahan 
Pemerintahan Belanda, Jepang bahkan sampai Kemerdekaan Indonesia pada tahun 
1945, nama ini  tetap terpatri di dalam hati masyarakat, dan dikenal menjadi Kota 
Pekanbaru. Berdasarkan sejarah tersebut maka Peraturan Daerah No.8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pekanbaru, pada pasal 2 disebutkan bahwa 
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Kota Pekanbaru adalah pada 21 
Rajab Tahun 1204 Hijriah, atau bersamaan dengan tanggal 23 Juni 1784 Masehi. 
 
4.2. Geografis dan Demografis 
 Kota Pekanbaru merupakan daerah kota dan sekaligus menjadi Ibukota 
Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1987, wilayah Kota 
Pekanbaru secara administrasi dipimin oleh seorang walikota dan bertanggung 
jawab kepada Gubernur Riau. Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak pada 
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101018’ sampai 101036’ Bujur Timur serta 0025’ sampai 0045’ Lintang Utara. 
Luas Kota Pekanbaru sendiri mengalami perluasan dari +62,96 KM persegi 
menjadi +446,50 KM persegi dengan jumlah kecamatan saat ini terdiri atas 12 
kecamatan, yaitu; 1. Kecamatan Bukit Raya, 2. Kecamatan Lima Puluh, 3. 
Kecamatan Marpoyan Damai, 4. Kecamatan Payung Sekaki, 5. Kecamatan 
Pekanbaru Kota, 6. Kecamatan Rumbai, 7. Kecamatan Rumbai Pesisir, 8. 
Kecamatan Sail, 9. Kecamatan Senapelan, 10. Kecamatan Sukajadi, 11. 
Kecamatan Tampan, dan 12. Kecamatan Tenayan Raya.   
 Berikut, jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan kecamatan yang 
ada di Kota Pekanbaru: 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 
NO KECAMATAN 
PENDUDUK (JIWA) RASIO 
JENIS 
KELA
MIN 
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1. TAMPAN 98.620 93.321 191.941 105,68 
2. PAYUNG SEKAKI 50.684 46.983 97.667 107,88 
3. BUKIT RAYA 53.265 51.254 104.519 103,92 
4. MARPOYAN DAMAI 71.264 68.443 139.707 104,12 
5. TENAYAN RAYA 72.188 68.171 140.359 105,89 
6. LIMA PULUH  21.583 22.092 43.675 97,70 
7. SAIL 11.313 11.453 22.766 98,78 
8. PEKANBARU KOTA 13.792 13.070 26.862 105,52 
9. SUKAJADI  24.183 24.940 49.123 96,96 
10. SENAPELAN 18.684 19.320 38.004 96,71 
11. RUMBAI 36.466 35.872 72.338 101,66 
12. RUMBAI PESISIR 36.919 35.151 72.070 105,03 
JUMLAH (TOTAL) 508.961 490.070 999.031 103,85 
Sumber: Pekanbaru Dalam Angka 2013 
 
 Berdasarkan data kependudukan yang dihimpun dari setiap kecamatan 
yang ada di Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru di tahun 2013 
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adalah sebesar 999.031 jiwa. Dan pada tahun 2014 yang dihimpun oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami peningkatan yaitu menjadi 1,1 juta 
jiwa. Dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,5%. 
4.3. Batas Administrasi 
 Dalam hal batas administrasi Kota Pekanbaru diapit oleh beberapa 
kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dengan batasan gambaran sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Batas Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru 
No. WILAYAH  BERBATASAN 
1. UTARA KABUPATEN SIAK DAN KAMPAR 
2. TIMUR KABUPATEN KAMPAR DAN PELALAWAN 
3. SELATAN  KABUPATEN KAMPAR DAN PELALAWAN 
4. BARAT KABUPATEN KAMPAR 
Sumber: Data Olahan, 2018 
 Dengan perbatasan wilayah yang strategis dan ditambah sebagai kota yang 
terus mengalami perkembangan, maka hal ini menjadi kan Kota Pekanbaru 
sebagai wilayah migrasi. Maka tidak heran, jika Kota Pekanbaru terus mengalami 
perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya. 
 
4.4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 
 Visi Daerah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025 berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2011, 
yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, 
Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang 
Berdasarkan Iman dan Taqwa. 
 Berdasarkan visi dan misi daerah diatas, maka Kepala Daerah diwajibkan 
menyusun visi antara yang disebut dengan visi Kepala Daerah. Walikota 
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Pekanbaru masa bakti 2012-2017, menetapkan visi pembangunan Kota Pekanbaru 
melalui Perda No. 9 Tahun 2012 tentang RPJMD yaitu “Terwujudnya 
Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Untuk Melaksanakan 
visi tersebut ditetapkan 5 misi Kota Pekanbaru tahun 2012-2017 adalah sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, 
bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi, mandiri 
dan tangguh serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan 
internasioanl. 
b. Mewujudkan masyarakat yang disiplin, taat hukum, torelan dan memiliki 
semangat dan jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya 
melayu, bermartaban dan bermarwah berkeadilan tanpa membedakan satu 
dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai. 
c. Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai, yaitu jalan, air bersih dan 
sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalita) yang sesuai dengan kebutuhan 
daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta 
daerah pinggiran kota. 
d. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efisien, efektif 
dan pemerataan pembangunan dalam semua wilayah berdasarkan potensi 
yang dimiliki, serta pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan 
pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
e. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 
meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan 
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pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kelembagaan 
masyarakat serta dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang 
kondusif. 
Berdasarkan penjabaran visi dan misi Kota Pekanbaru diatas terdapat 
aspek penataan ruang yang harus menjadi perhatian untuk diwujudkan. Serta 
melakukan pelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang 
ramah lingkungan. 
 
4.5. Ruang Terbuka Hijau 
 Ruang terbuka hijau merupakan objek kajian penelitian yang diangkat oleh 
peneliti, yang secara spesifiknya dalam hal ini peneliti lebih mengangkat tentang 
bagaiman peran pemerintah kota dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang 
dalam hal ini di kota Pekanbaru. 
 Ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka 
suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi 
berfungsi mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan 
oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesegaran, 
kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. (Arif Zulkifli, 2014:14)  
 Ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 
Pasal 29 Tentang Penataan Ruang, yaitu bahwasannya ruang terbuka hijau terbagi 
atas dua yakni, ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dimana 
jumlah yang harus dipenuhi oleh sebuah kota adalah 30% dari wilayah kota, 
dengan 20% diakomodasikan untuk ruang terbuka hijau publik, sementara 10% 
untuk privat. 
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   RTH memiliki banyak peranan dalam mewujudkan kota ramah 
lingkungan serta potensi-potensi lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Nirwono Joga (2017: 66-67), diantaranya; 
a. RTH sebagai pola pengamanan udara berhubungan dengan upaya 
peningkatan kualitas udara, agar udara kota tetap segar, tidak tercemar, 
dan sehat untuk dihirup warga. 
b. RTH sebagai pola pengamanan rekreasi berhubungan dengan tempat-
tempat yang mempunyai fungsi sosial dan nilai rekreasi bagi warga kota. 
c. RTH juga harus berperan sebagai pengaman keanekaragaman hayati yang 
berhubungan dengan konservasi berbagai spesies dan habitat tempat 
mereka bisa hidup. 
d. RTH bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan tentang 
sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tiada habisnya untuk 
dipelajari.  
Berdasarkan gambaran tentang RTH diatas maka. Tampaknya sangat 
penting rasanya untuk memelihara unsur yang satu ini sebagai pelengkap kota. 
Serta dalam hal ini tentu perlu adanya kerjasama antar pihak untuk membangun 
dan mengelolanya agar tetap terpelihara. Melalui penelitian ini maka peneliti ingin 
melihat sudah sejauh mana peran dari pemerintah untuk mengelola RTH ini, yang 
berada di kota Pekanbaru. 
 
4.6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang 
beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja, merupakan salah satu dari kantor dinas di 
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kota Pekanbaru yang mengalami penggabungan. Dalam hal ini, terdapat salah satu 
bidangnya yaitu bidang Pertamanan yang menjadi fokus dari peneliti. Dimana 
sebelumnya bidang Pertamanan ini merupakan bagian dari Dinas Kebersihan yang 
memiliki nama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, yang 
kemudian bidang pertamanan ini dimasukkan ke salah satu bidang kerja pada 
Dinas Pekerjaan Umum.  
Bidang Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum sendiri menangani 
seputar pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang mana fokus dari pengelolaan 
bidang pertamanan sendiri yaitu mengelola ruang terbuka hijau yang berbentuk 
taman kota, jalur hijau trotoar jalan, serta jalur hijau perlintasan jalan. Dalam hal 
ini yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu ruang terbuka hijau taman kota.     
 
4.7. Kedudukan 
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang. 
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin 
oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
c. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan 
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 
kepada Sekretaris Dinas. 
g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang. 
h. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota.  
 
4.8. Susunan Organisasi  
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 
Pekanbaru terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, membawahi : 
 Sub Bagian Umum. 
 Sub Bagian Keuangan. 
 Sub Bagian Program. 
c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi : 
 Seksi Perencanaan Sumber Daya Air. 
 Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air. 
 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. 
d. Bidang Bina Marga, membawahi : 
 Seksi Perencanaan Bina Marga. 
 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. 
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 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. 
e. Bidang Cipta Karya, membawahi : 
 Seksi Perencenaan Cipta Karya. 
 Seksi Pengembangan SPAM dan PLP. 
 Seksi Penataan Bangunan. 
f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi : 
 Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi. 
 Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 
 Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi. 
g. Bidang Tata Ruang, membawahi : 
 Seksi Perencanaan Tata Ruang. 
 Seksi Pemanfaatan Ruang. 
 Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 
h. Bidang Pertamanan, membawahi : 
 Seksi Pertamanan dan Ornamen. 
 Seksi Pembibitan dan Penghijauan. 
 Seksi Pemeliharaan Pertamanan 
i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
j. Kelompok Jabatan Fungsional 
Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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4.9. Tugas dan Fungsi  
1. Kepala Dinas  
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 
tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas 
pembantuan lainnya. 
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelunggarakan fungsi : 
 Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan 
umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dan 
pelaksanaan tugas. 
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
bidang pekerjaan umum dan tata ruang. 
 Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata 
ruang. 
 Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata 
ruang. 
 Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan 
kewenangannya. 
 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Bidang Pertamanan  
a. Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas 
Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pertamanan. 
b. Bidang Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
 Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian 
petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya. 
 Penyiapan bahan dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
atau instansi lain di Bidang Pertamanan. 
 Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di Bidang 
Pertamanan. 
 Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertamanan 
serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 
 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
1. Seksi Pertamanan dan Ornamen 
a. Seksi Pertamanan dan Ornamen mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Pertamanan dalam melaksanakan sub urusan Pertamanan dan 
Ornamen. 
b. Seksi Pertamanan dan Ornamen dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
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 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional 
pertamanan dan ornamen. 
 Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan serta 
pengolahan basis data seksi pertamanan dan ornamen yang 
meliputi pemeliharaan tanaman dan ornamen. 
 Perumusan dan pelaksanaan pemasangan penerangan lampu 
taman. 
  Penyiapan dan pelaksanaan inventarisasi potensi pemeliharaan 
taman dan ornamen. 
 Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan 
pengadaan bibit tanaman dan pengembangan taman. 
 Penyiapan bahan, penyusunan rencana  dan pelaksanaan 
pembangunan serta pemeliharaan ornamen di dalam ataupun 
diluar taman. 
 Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan serta pengembangan 
rumah pembibitan (green house) tanaman pelindung, peneduh, 
hias dan tanaman lain sesuai kebutuhan pertamanan. 
 Pelaksanaan pemangkasan perapihan (topping) ringan, sedang 
dan berat pada pohon/tanaman. 
 Penyiapan bahan dan penertiban rekomendasi 
penghapusan/penebangan pohon/tanaman keras pada jalan 
provinsi/nasional. 
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 Pelaksanaan pemeliharaan taman dan ornamen dengan cara 
mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas 
pemeliharaan taman dan ornamen dengan jadwal dan petunjuk 
yang ada agar taman dan ornamen tertata indah dan nyaman. 
 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan 
a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Pertamanan dalam melaksanakan sub urusan 
Pembibitan dan Penghijauan. 
b. Seksi Pembibitan dan Penghijauan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
 Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembibitan 
tanaman hias dan memelihara pohon pelindung. 
 Pemanfaatan ruang-ruang pembibitan dan pengembangan 
tanaman baik tanaman hias maupun pohon pelindung. 
 Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis di bidang pembibitan dan penghijauan. 
 Perumusan dan pelaksanaan penelitian bibit dan cara 
penghijauan dengan mengadakan percobaan dan studi 
banding/seminar agar bibit yang diperlukan sesuai dengan 
kebutuhan penghijauan taman. 
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 Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah 
yang dapat mementapkan kegiatan di bidang tugasnya. 
 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. 
3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan  
a. Seksi Pemeliharaan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Pertamanan dalam melaksanakan sub urusan pemeliharaan 
pertamanan. 
b. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
 Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis di Seksi Pemeliharaan Pertamanan. 
 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi 
Pemeliharaan Pertamanan. 
 Pelaporan rencana kebutuhan sebagai bahan rancangan 
penanganan pemeliharaan taman dan ornamen. 
 Pelaksanaan pengadaan suku cadang, peralatan, sarana 
penunjang kegiatan operasional pemeliharaan taman dan 
ornamen. 
 Perumusan dan pelaksanaan pemeliharaan taman dan ornamen. 
 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
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